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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  212/PMK.05/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.05/2019  

TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak 

Ketiga; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Menteri 

Keuangan berwenang untuk mengatur ketentuan 

mengenai mekanisme penyetoran simpanan peserta 

tabungan perumahan rakyat bagi peserta pekerja yang 

menerima gaji/upah yang bersumber dari Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  c. bahwa untuk mengatur ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, serta menyempurnakan 

ketentuan mengenai mekanisme pemutakhiran data, 

tata cara pengembalian  atas kesalahan/kelebihan  

penyetoran  penerimaan, dan rekonsiliasi dana 

perhitungan fihak ketiga, perlu mengubah ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 

156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak 

Ketiga; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak 

Ketiga; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6517);  

  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 

tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1417); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

156/PMK.05/2019 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK 

KETIGA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak 

Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019      

Nomor 1417), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya 

disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang 

diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/atau 

hasil pemotongan gaji/upah/ penghasilan tetap 

bulanan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

pusat, PNS daerah, prajurit Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik 
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Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai 

pemerintah non pegawai negeri dan sejumlah dana 

yang disetorkan oleh pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota dan pungutan atau 

potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak 

ketiga atau pemerintah daerah. 

2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Pegawai 

yang selanjutnya disingkat SKP-PFK adalah 

dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK 

pegawai dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan 

anggaran. 

3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 

bendahara umum negara, untuk menampung 

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh 

pengeluaran negara. 

4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan 

pembayaran tagihan kepada negara.  

5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat 

penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang 

bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan 

dengan DIPA. 

6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah surat perintah yang 

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara selaku kuasa bendahara umum negara 

untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

berdasarkan SPM. 

7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya 

disebut Dit PKN adalah unit eselon II pada Direktorat 
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Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas 

negara. 

8. Direktorat Sistem Perbendaharaan yang selanjutnya 

disebut Dit SP adalah unit eselon II pada Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem 

perbendaharaan. 

9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

memperoleh kuasa dari bendahara umum negara 

untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa 

bendahara umum negara. 

10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas 

untuk melaksanakan fungsi BUD. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh 

kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

penggunaan anggaran. 

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan 

kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk 

mengambil keputusan dan/atau tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 

14. Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya 

disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk 

melakukan pengujian atas permintaan pembayaran 

dan menerbitkan perintah pembayaran. 
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